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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUI(AN DAN MEKANISMtr

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 'fahuri

2005 tentang Desa dan Pasdl 19 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2006 tentang Pedoman Pembennrkan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan

Desa, maka perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme

Penyusunal Peraturan Desa ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2004 tcntang Pcraturan

Desa (Lenrbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor l0 Seri E, 'fambaLan

Lembaran Daerah Kabupaton Kediri Nomor l0 Scri E) sudah tidak sesuai kondisi saat

ini:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruuf a. pcrlu

mcmbcrltuk Pcraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan lt4ekanisn,c

Pcnyusunan Peraturan Desa ;

l-lndang-Undang Nomor l2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan

lJndang-Undzurg Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
-l'rihun

I 965 Nornor 19, 'Iambahan Lcmbaran Ncgara Roppblik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t€ntlhg Ppnyelenggara Negara yang Bersih dan

Ilcbas dali Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lgmbaran Negara Republik Indonc:;ia

'lahun 1999 Nomor 75, Tambqhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nonror 3851)l

(indang.Un<tang Nornor l0 Tafiun 200,1 tenhnq P€mbentukan Peraturan Porundang'

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notnor 53. Tambahan

L.e mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

I.Jndmg-Undnng Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daeralr (Lernbaran

Negara ll.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar:a

Ik:publik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah telakhit dengan

l.Jndang-Undang Nomor 12 Talrun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fairrrrr

200t1 Nonror 59. Ta-rnbahan I-embaran Negara Regubik Indonesia Nornor 4849) I

I
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5. peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaAn Negara Republik
I

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4587);

6- Petaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedordm Pembinaair dan

!1

8.

9.

(/

Nomor 4593);

?. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

Pehgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republill

indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara hepublik Indonesia

2007 tentang bembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintatr, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaharr

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah''ur 2007 Nomor 8?',

Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4737);

peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 15 Tatrun 2006 tentang Jenis dan Elentuk

Produk Hukum Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunart

Produk Hukum Daerah;

I 0. Peraturan Menteri Datam Neteri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan

Berita Daerah;

1 I . Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukati

dan Mekanisme Penyusunan Peratuan Desa ;

12. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Administrasi

Desa;

13. peraturan Daerah Kabupaten Kcdiri Nomor 31 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata

Ker.ia Badan Pemberdayaan Masy8rakat dan Pemcrintahan Desa (Lembaran Da$alr

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 65);

14. Peraturan Daerah KabuPapn Kcdiri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan'l'at'r

Kerja Kccamatan (Lcrnbaran Daerah Kabupatcn Kcdiri Tahun 2008 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kcdiri Nomor 73);

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN:

Mcncrapkan : PIIRAI'URAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEDON',{AN

I'I]MBDN]'UKNNDA,\MEKANISMEPENYUSUNANPERATUIINNDIS^.

DAB I

KETENTUAN UMUM

Ptsrl I
Dalam Peraturan Daer&h ini yang dimaksud dengan :

l. Dacrah adalah KabuPaten Kediri,

i

:

.'l



_. pemerintahan Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pemorintahan oleh Pemerintah Daerah

DpRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalanr

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Ncgara [lcpublik lndonesia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

5. perangkat Daerah adalfi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah.

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keluahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.

g. Desa adalah kesaruan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untult

mengatur dan r engurus kepentingan masyarakat SetEmpat' bOrdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggar&m urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badatt

Pennusyarvaratan Desa dalam mengaftu dan mengurus kepcntlngan masyarakat Setempat berdasarkarr

asal-usul dan aclat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemcrintah Desa adaiah Kepala Desa dart Perangkat Desa fObqgal uflEuI p€nyelenggara Pemcrintalurr
I

Desa.

11. Kepata Desa acialah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimPin penyelenggaraan Pctnerintahatr

Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawatatan DesB.

12. Badan Pcnrusyawaratan Dcsa yang selanjutnya disingkat BPD. adalah lembaga yang merupakan

perwujudan tlemokrasi dalam penyeienggaraan pcmerintdhan Desa sebagai unsur penyelenggarrt

pcmcrintahan I)csa

13. Rapat Desa adalah kegiatan rapal di tinSkat Desa yang dihadid oleh Kctua RT, Ketua RW' Ketut:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dcaa, KctuB PKK, Ketua Karang Taruna Golongan Profesi,

tokoh agtnta, tokoh wanita, tokoh pemudd, dan pemuka maryarakat lainnya sena BPD'

14. Peratursn l)csu urlal h pcruturun pcrundang-undangan ysng dibual oleh BPD bersama Kcpitla

3

dan

[)csa.

15. Peraturan Kepala Desa adalnh perduran psnuda$g'undan8an yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang

) 
bersifat mengatur dalam rafllk4 melaklEnal(an Poraturan Desa dan pcraturan perundang-undangalr

yang lebih tinggi.

16. Keputusan Kepala Desa adalah kcputusan yang ditctapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkarr

dalam rangka melaksanakan Pcraturan Desa maupun Pcraturan Kcpala Dcsa'

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, stsndat pclakanaan, percnpanaan, penelitian, pengembarrgarr'

bimbingan,pendi<tikandanpelatihan,konsuitasi,supcrvisi,monitoring,pcngawasanunrunrdatl

evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa'

[8. Pengawasan atas penyel€nggaraafl PemerinHhan Desa adala]r ptosos kcgiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sPcara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dar''

ketentuan pcraturah pcnrndang-undangan'

BAB II
ASAS

Pasal 2

l)alam membcntuk l)craturan f)esa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-

tuntlangatr yang traik rncliputi:



(]

.. kcjclasan ttriuan I

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang lePat;

c. kesesuaian antarajcnis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaandan kehasilgunaan;

f. ke.ielasan rumusan; dan

g. kcterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a. Peraturan Desa;

b. Peraturan KePala Desa; dan

c. Keputusan KePala Desa.

Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi

muatan rialam rangka penyelenggaraall Pemerintah8n Desao pcmbangunan desa, dan pemberdayaan

masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dali ketentuan Pefaturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran

pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan'

(3) Materi muatan Kcputusan Kepala Desa sebigoimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah

penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapau'

Paral 5

peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dar/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD'

Pasal 7

(1) Masyar.akri i.,critlk rucrn-bcrikan lflasukan baik secara tertulis maupun lisan tcrhadap Rancrngrl'

I)eraturan [)csa.

(2) Masukan secara tertulis nraupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' dap|t

dilakukan dalarn proses penyusunan Rancangan Peraturarr Desq

(3) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa sJbagaimana dimaksud pada ayat (21.

pemerintah Desa danlatau BpD harus memperhatiken aspirssi yang berkembang di rnasyarakat'

(4) Dalam nrenampung aspirasi masyarakat sebagalmana dimaksud patla ayat (3), Penterintalt l)cslt

druJatau BPD dapat nlcngadakan rapat desa'

Pasal 8

Rancangan Pcraturan Dcsa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD'
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Prsrl 9

berasal dari Pemerintah Des4 dapat ditarik kembali sebelum dibaha:r
Rancangan Peraturan Desa Yang

bersama BPD'

Pasal 1o I

(l) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Bplanja Desa, pungutan' dan penataan

ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling |arna 3

(tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi'

(2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimakbud pada ayat (1) disampaikan olelt

KepalaDaerahxepadaKepalaDesapalinglama20(duapuluh)harisejakRancanganPeraturanDesa

tersebut diterima.

(3)ApabilaKepalaDaerahbelummemberikanhasilevaluasiRancanganAnggaranPendapatandan
BelanjaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(2),KcpalaDesadapatmenetapkanRancangan

PeratuanDesatentangAnggaranPendapatarrdanBelanjaDesa(APBDesa)menjadiPeraturanDesa.

Pssal ll
Evaluasi Rancangan peratuan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagainranrl

A dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat'

BAB IV

PENGESAHAI\ DAN PENETAPAN

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturar Dcsa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan olelt

l'irnpinan Lll'D kcpatJa Kcpala Dcsa untuk ditetspkan menjadi Peraturan Desa'

(2)PcnyanrpaiarrRarrcanganPeraturanDesasebagaimanadimaksudpadaayat(l)dilakukandalanr.jarigllli

rvakttr 1,lirlirlg Iitnrhat 7 (ttrjtrh) hari tcrhitung sejak tanggal persetrrjuan bersama'

, Pasal 13

Rancangan l)craturan Dcsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2 harus ditetapkan olch Kcpala Dcsir

dengan mcrnbubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejnk

cliterirnatrya I(ancangan I'craturan Desa tersebut'

Pasal 14

peraturan Desa harus nlencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan'

Pasal 15

(l)PeraturanDcsasejakdiundangkan,dinyatakanmulaiberlakudanmempunyaikekuatanhuktrnryat::

mengikat' kecirali tlitentukan lain di dalam Peranuan Desa tersebut'

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut'

nit v
PENYAMPAIAN PERATURAI{ DESA

Prsal 16

l)eraruriur l)csa tlisanrpaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui camat sebagai balta"

pcmirinaau <lan pr:ugarvasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan'



I

BAB YI
PENCUNDANGAN

Pasal 17

( I ) Peraturan dcsa dan peraturan kcpala desa diumumkan dalam bcrita daerah.

(2) Penguntumam peraturan desa dan peratrran kepala desa sibagaimana dimalisud pada ayat (1)

dilakukan oleh sckretaris daerah.

(3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada sekretaris

desa.

BAB VII
PENYEBARIUASAN

Pasal l8
Peraturan Dcsa dan peraturan pciaksanaannya hams disebarluaskan kepada masyaraliat oleh Pemerintalr

Dcsa.

BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN

iinsni 19

'leknik Penyusunan Peraruran Desa, Peraturan Kepda Desa dan Kcputusan Kepala Desa diatur lebih lanjui

dalam l)eraturan Keurla Daerah.

BAB IX
PEIV1BINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(l) Pembinaan dan pcngawasan terhadap penyelenggaraan Pemcrintahan Desa dalam Pembentukan dan

Mekanisme Pcnyusunan Peraturan Desa dilakukan olch Pcmerintah Dacrah.

(2) Pernbinaan dan pengawasar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pcnrbcrtan

pcdonrarr urnunr. bimbirrgan, pclatiharr, ar{han, suporvisi dan evaluasi.

(3) Pclaksanaan pcmbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diclelegasikarr

kcparla Ciurat kccrrali pcnrberian pedoman umum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2l
Ketentuan mengerrai pctunjuk pclaksanaan Poratufan Daerah ini diatur lcbih lanjut dengan Pcratttratr

Kcpala [)acrah.

l'nsai 22

Pacla saaat berlakunya I'eraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nornor l7 l'ahun

2004 tcntang l,craruran Dcsa (l,ernbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nonror l0 scri Ii.

l'anrbahan Lcrrrhararr l)acrrh Kabupaten Kediri Nornor l0 Seri E) dicabut dan dinyatakan ticlak bcrlaku.

6



Pasal 23

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Daerah ini dengan

penernpatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Kediri'

Ditetapkan di Kediri
padaunggal 23-2-2011

BUPATI KEDIRI'

ftd

HARYAT{TI SUTRISNO

Diundangkan di Kcdiri
padatanggal 25 '7 '2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI'

ttd

SUPOYO
LI'MI}AII.AN DAI{AI.I KAI}UPATEN KEDIRI TAHUN 2OT1 NOMOR 2

Srlinan sesuai dengan asllnYa
a-n. BUPATI KEDIRJ

SEKRETARIS DAERAH

/(
I\_l/,t _

SUPOYO



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2 TAHLTN 2O1I

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME

PENYUSLNAN PERATURAN DESA

PEN.IELASAN I.JMUM.

Bahwa untuk melaksanakaa ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Dcsa dan l)a.sal I 9 ayat ( I ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedomzin

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peratumn Desa, maka dipandang perlu mengatur tentarnlr

Pedornan l)cnrbcntuka:r dan Mekanisme Penyusunan Peratuan Desa yang ditetapkan dalam Peraturarr

Daerah,

I.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup.jelas.

Pasal 2

I lurula

I-luruf b

Ilurul'c

Il uruf d

Hurul'e

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukarl

peraturan purundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

dicapai.

Ynng dimaksud dcngan asas kelcmbagaan 8tau organ pcmbentuk yang tepat adal.rlr

bahwa setiapjenis peraturan perundang.undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pcnrbcotlr pcraturan pcrundang-undangaJl yang berwenang. Peraturan pcrundang.-

rrntliurgan tcrsebut dapat dibatalkarr arau batal demi hukurn, bila tlibuat oli.l:

lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalal')

bahwa dalam pembentukan peratuan perundang-undangan harus benar-benar

rrrcrnperhatikan moteri mauatan yang tepat dengan jenis pcratumn 1.lcrun<lan1l

undangannya.

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan

peratuan pcrundsng-undangan haflll mcmpqhitungkan efektivitas peratuan

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridi:;

maupun sosiologis.

Yang Cimaksud dengan asas k",luyug*u- tan kehasilgunaan adalah bahwa setiap

pcraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibtrtuhkan tlal
bernranl'aat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcrnegara.



' Huruf f

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup.jclas,
' l'rrsrrl {l

Yang dinraksud dengan asas kejelasan mmusan adalah bahwa setiap peratsrar)

perundang-undangan harus memenuhi persyflratan teknis penyusunafl peraturarr

pcrundang-undangan. sistematika dan pilihanl kata atau terminologi serta bahasl
hukunrnya jclas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan bcrbalrai
ntacarn intcrprctasi dalam pelaksanaanya.

Huruf g

Yang diniaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa cialam proscs pcmbcltukap
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan clan

pembahasan, bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

r.rndangar,l,

Pasal 3

Cukup.jelas

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat ( l)
Ilak masyarakat dalan ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata terlib BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

ClLrkup jolas.

Ayat (4)

Cukup.lelas.

Pasal 9

Cukup.jelas.

Pasal l0
Ayat (l)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan unrrrl
tcteapltittyit kcscrasian antara k€lrijakan dcla dan kobiJakan dacroh. kescrnsiall illltorir
kepcntingan publik dan kepentingan aparatur desa.

n:,,r1 (j)
Cukup jelas.

Ayat (3 )

(irri<up.jclas.

Pi, .rl II
Cukup jclas.

..4
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Pasal l2
CukuPjelas.

Pasal 13

CukuP jclas.

Pasal l4
CukuP jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal l6
Cukup jelas.

Pasal 1 7

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup j elas.

Pasal 19

Cukup j clas.

Pasal 20

CukuP j c las.

Pasal 21

CukuP jela.s.

I)asal 22

CiukuP.lclas.

i'lsal 23

CukuP .ielas.
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